Batang Tubuh Perda Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai ketentuan PP 12 Tahun 2019 dan Permendagri 77 Tahun 2020, struktur standar perda disusun sebagai berikut :
BAB I: KETENTUAN UMUM
· Definisi istilah: Keuangan Daerah, APBD, PPKD, BUD, PA/KPA, PPTK, SiLPA, dan lain-lain
· Asas pengelolaan: tertib, taat hukum, transparan, akuntabel, efisien, efektif, adil, dan bertanggung jawab
BAB II: PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
· Pemegang kekuasaan: Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota)
· Peran Sekda sebagai coordinator
· Tugas dan wewenang PPKD selaku Bendahara Umum Daerah
· Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, PPTK, Bendahara, Tim Anggaran Pemerintah Daerah
BAB III: STRUKTUR DAN SUMBER KEUANGAN DAERAH
· Pendapatan Daerah: PAD, Transfer, Lain-lain pendapatan sah
· Belanja Daerah: wajib, prioritas, dan operasional
·  Pembiayaan: penerimaan dan pengeluaran pembiayaan
BAB IV: SIKLUS ANGGARAN
· Penyusunan APBD: KUA-PPAS → RKA-SKPD → Rancangan APBD → pembahasan DPRD → penetapan Perda
· Pelaksanaan & Penatausahaan: DPA, SPD, penerimaan/pengeluaran, larangan pinjam meminjam, bendahara
· Perubahan APBD: syarat dan tata cara perubahan
·  Akuntansi & Pelaporan: laporan semesteran, tahunan, sistem akuntansi, standar akuntansi pemerintah
· Pertanggungjawaban: rancangan Perda pertanggungjawaban, pemeriksaan BPK, pengesahan
BAB V: KEKAYAAN, UTANG DAN INVESTASI
· Pengelolaan aset tetap dan lancer
· Ketentuan pinjaman dan pemberian pinjaman
· Investasi yang aman dan menguntungkan
BAB VI: BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
· Bentuk, pengelolaan keuangan, fleksibilitas anggaran, dan akuntabilitas BLUD
BAB VII: PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
· Tata cara tuntutan ganti rugi, pemulihan kerugian, dan penghapusan piutang
· BAB VIII: PENGAWASAN DAN PEMBINAAN
· Pengawasan internal, eksternal, partisipasi masyarakat, dan transparansi informasi keuangan
BAB IX: KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP
· Pengaturan masa transisi
· Pencabutan peraturan lama
· Mulai berlaku peraturan daerah
✅ Catatan Penting
Perda ini menjadi landasan hukum utama sebelum disusun peraturan pelaksanaan seperti Perkada tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah.
Apakah Anda memerlukan draf teks lengkap pasal per pasal untuk perda ini?
Tentu, berikut draf lengkap Pasal per Pasal Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, disusun sesuai peraturan perundang-undangan terbaru:

